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Hak interpelasi merupakan salah satu hak yang dapat digunakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam

mel aksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi. M ekanisme pel aksanaannya
telah diatur dalam undang- undang dan aturan pelaksananya yaitu tata tertib. Pelaksanaannya pun sudah
dilakukan beberapa kali sgjak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen, walaupun hanya sedikit di
antaranya yang benar-benar digunakan atau disetujui untuk digunakan dalam rapat paripurna DPR. Dalam
penggunaan hak interpelasi, beberapa kali terjadi perbedaan penafsiran antar sesama anggota Dewan
terhadap ketentuan yang mengaturnya yang disebabkan adanya pertentangan antara undang-undang dan
peraturan tata tertib DPR sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang dimaksud. Untuk itu diperlukan
metode penafsiran sesuai dengan doktrin untuk dapat menjelaskan pengertian tersebut, sehingga dapat
menciptakan kepastian hukum dalam menerapkan hak interpelasi.

<hr>

<b>Abstract</b><br>

Theright of interpellation is aright that can be used by The House of Representativesin carrying out its
oversight function by the constitution. Implementation mechanisms are set in statute and the rules
implementing the order. Implementation were already done several times since the Constitution of 1945 was
amended, although only afew are actually used or approved for usein the plenary session of Parliament. In
the use of interpellation, some times there is a difference of interpretation among fellow members of the
Board of the provisions that govern them are caused by the contradiction between the law and disciplinary
rules of the House of Representatives as the regulations implementing the law in question. It required a
method of interpretation in accordance with the doctrine to be able to explain the sense, so asto create legal
certainty in applying the right of interpellation.
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